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Pendahuluan

Salah satu aspek yang meharik untuk
bahankajiand^am Anggai^ Pendapatan
dan- Belanja Negara 1992/1993 adalah
aspek bantuan atau hutang luar negeri.
balam pos penerimaan pembangunan,
tahun ini inengalami penurunan baik secara
absolut .maupun secara relatif-
dibandingkan tahun sebelumnya, yakni
dari Rp 10,375 trilyun (1991/1992)
menjadi Rp 9.6 trilyun (1992/1993) atau
tunin sebesar 7,4 %. Penurunan ini juga
teijadi 'pada tahun sebelumnya, bahkan
pada tahun. anggaran, .1991/1992
penurunan mcncapai 8,1 Apakah
penurunan ini akan menjadi
kecenderungan pada tahun-tahun
mendatang, ataukah hanya bersifat

sementara, merupakan salah satu
pertanyaan yang menarik untuk dianalisis.
Namun demikian yang pasti adalah bahwa
porei penerimaan pembangunan (hutang
luar negeri) terhadap total belanja atau
anggaran pembangunan dalam tahun
1992/1993,seperti yang teijadi pada tahun
anggarian 1991/1992,sudah semakin kecil.

Sebelum mengkaji secara.spesifik,
masalah bantuan luar negeri atau
penerimaan pembangunan dalam APBN
1992/1993 .maka ada baiknya untuk
melihat dan menganalisis peikembangan
pos ini sejak Pelita I, yang dikaitkan
dengan beberapa prinsip dalam
kebijaksanaan fiskal kita, khususnya yang
beikaitan dengan APBN ini, serta faktor-
faktor yang mempengaruhlnya.
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Anggaran B'elanja Seimbang Semu.

Dalam GBHN secara sngat jelas
disuratkan bahwa bantuan luar negeri
sifatnya hanya merupakan pelengkap
dalam membiayai pembangunan nasional.
Artinya, dana utama untuk belanja
pembangunan tersebut harus lebih
diutamakan bersumber pada poiensi
masyarakat Indonesia. Sumber dalam
negeri ini jika dilihat dari anggaran
pembangunan pemerintah dapat dilihat dari
pos tabungan pemerintah, yakni selisih
antara penerimaan dalam negeri dengan
pengeluaran rutin pada RAPBN yang
setiap tahunnya dijalankan mulai 1 April
dariberakhir 31 Maret tahun berikutnya.

Namun demikian dalam peijalanan
sejarah pembangunan kita yang tertuang
dalam RAPBN tersebut, dapat diketahui
sejak Pelita I sampai sekarang, andil
bantuan luar negeri terhadap anggaran
pembangunan sangat berarti. Data yang
ada menunjukkan, porsi bantuan luar
negeri (dilihat dari nilai rupiahnya)
beikisar antara 24 hingga 81 persen dari
total anggaran pembangunan. Bilangan
tertinggi teijadi pada tahun terakhir Pelita
IV (1988/89) dengan 81,5% serta awal
Pelita I (1969/1970), yang mencapai 77%.
Artinya, sebanyak 81,5% dan 77% dari
program pembangunan pemerintah pada
tahun-tahun tersebut dibiayai oleh hutang
luar negeri, dan hanya 18,5 dan 23% yang
berasal dari tabungan pemerintah. Oleh
karena itu sering dikemukakan bahwa
anggaran belanja negara kita yang selalu
berimbang ini sebagal anggaran belanja
seimbang yang semu (artificial balance
budget). Tanpa adanya pinjaman luar
negeri tersebut, maka anggaran belanja
negara selalu berada dalam keadaan defisiL

Dalam teori Ekonomi Makro dikatakan
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suatu anggaran belanja adalah seimbang
apabila sisi penerimaan sama dengan sisi
pengeluaran. Namun demikian, dalam sisi
penerimaan ini tidak dimasukkan adanya
unsur hutang. Oleh karena itu, angka
penggarida (multiplier) dari suatii anggaran
berimbang adalah satu. Sebagai
konsekuensinya, anggaran berimbang
secara teoritik tidak akan mel^rkan suatu

efek kontraksi ataupun ekspansi, karena
kedua efek ini akan meniadakan satu

dengan lainnya atau sama besamya. Jika
dikaitkan dengan APBN kita, maka APBN
tersebut dapat dikatakan berimbang
(menurut pengertian teoritik) apabila pos
penerimaan dalam negeri sama dengan
pengeluaran nitin ditambah pengeluaran
pembangunan. Hal ini tidak teijadi dalam
APBN kita, karena dimasukkannya unsur
hutang luar negeri sebagai pos yang
menghasilkan keseimbangan budget,
sehingga dikatakan sebagai anggaran
belanja berimbang semu tersebut
Kaitan Bantuan Luar Negeri dan
Penerimaan Minyak.

Jika diamati, maka pola bantuan luar
negeri ini erat sekali kaitannya dengan
perkembangan harga dan penerimaan
minyak kita. Pada tahun-tahun di mana
harga minyak meningkat, maka bantuan
luar negeri secara proporsional terhadap
anggaran pembangunan mengalami
penurunan. ,Ini dapat dilihat misalnya
tahun 1973/1974, di mana teijadi perang
Arab-Israel yangmembumburigkan harga
minyak lebih tiga kali lipat dalam waktu
setahun. Harga eksppr minyak bumi
Indonesia pada bulan April 1973 hanya
US$ 3,73 per barrel, dan ini meningkat
menjadi US$ 11,70 pada bulan yang sama
tahun berikutnya. Naiknya harga ekspor
minyak ini tel^ menekan porsi bantuan
luar negeri dan mencapai titik terendah



dalam tahun anggaran berikutnya, yakni
23,9% dari anggaran pembangunan pada
tahun 1974/75.

Keadaan demikian terulang dalam
tahun-tahun awal delcade 1980-an. Dalam

kunin waktu 1980-1985 harga ekspor
minyak kita bericisar antara US$ 27,50
hingga US$ 35 per barrel. Harga tertinggi
ini tercatat pada bulan Januari 1981.
Sebaliknya, anjloknya harga minyak dunia
membuatpinjaman luarnegeri ini semakin
besar, sebagaimana yang terjadi sejak
medio 1980-an di mana harga minyak
bertahan pada tingkat yang rendah.
Penuiunan tajam harga minyak ini teijadi
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tahun 1986, yang mencapai titik terendah
pada bulan Agustus 1986, yakiii US$ 9,83
per barrel. Sejak itu sampai dengan
teijadinya Krisis Teluk pada Agustus 1990
harga ekspor minyak kita tak pemah
mencapai angka US$ 19 per barrel.

Fluktuasi harga minyak dan gas di
pasar intemasional tersebut secara
langsung mempengaruhi penerimaan
ekspor Indonesia. Tabel berikut ini
menunjukkan nilai ekspor minyak dan gas
alam sejak 1969/1970 hingga tahun
1991/1992).

Tabe!: 1

Nilai El^por Minyak Bumi dan Gas Alam 1969/70 -1991/92
{dalam juta US $)

Tahun
Minyak

bum!
Gas alam Jumlah

parsentase
penibahan

(1) (2) (3) (4)-(2 0) (5)

1969/70 384 - 384 -

I970/7J 443 - 443 + 15.4

1971/72 590 - 590 ♦ 33.2

1972/73 965 - 965 * 63.6

1973/74 1.708 - 1.708 * , 77.0

1974/75 5.153 - 5.153 ♦ 201,7

1975/76 5.273 - 5.273 ♦ 2.3

1976/77 6.350 - 6.350 ♦ 20.4

I977/7B 7.191 162 7.353 ♦ 15.8

1978/79 6.858 516 7.374 + 0.3

1979/80 10.995 1.345 12.340 + 67.3

1980/81 15.187 2.111 17.296 + 40.2

1981/82 16.482 2.342 18.824 + 8.6

1982/83 12.283, 2.461 14.744 - 21.7

1983/84 12.050 2.399 14.449 - 2.0

1984/85 10.625 3.369 13.994 - 3.1

1985/86 8.816 3.621 12.437 - . V'*
1986/87 4.798 2.168 6.966 - 44.0

1987/88 6.159 2.682 8.841 ♦ 26,9

1988/89 5.007 2.633 7.640 - 13.6

1989/90 6.288 3.049 9.337 22.2

1990/91 12763 -r 3G,7

\99\/9^ 10 .^9/ -

Perkiraan re^Isasi
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Namun demikian ada kecenderungan
bahwa ketergantungan pada penerimaan
minyak ini semakin dapat ditinggalkan.
Timbulnya kesadaran yang tinggi akan
bahaya penerimaan yang hanya
mengandalkan dari satu sektor saja, telah
membuat pemerintah melakukan upaya-
upaya untuk mendorong tumbuhnya
sektor-sektor di luar minyak dan gas.
Hasilnya cukup dirasakan sekarang.
Kemerosotan dan gejolak harga minyak
diinia, tidak terlalu melabilkan
pembangunan, karena sektor-sektor lain
cukup mampu mengantisipasi dan
mengkompensasi penerimaan minyak yang
anjlok tersebut. Jika dilihat dari
penerimaan ekspor, misalnya, sekarang ini
andil minyak bumi sudah dib^wah 50%.
Padahal sejak 1974 hingga 1986 yang lalu
andil minyak dalam ekspor total selalu
melampaui angka 50% (lihat Lampiran
1).

Namun demikian ini tidak berarti

bahwa peran hutang luar negeri ini telah
semakin kecil. Bantuan luar negeri yang
tadinya proporsinya sudah menurun di
bawah 50% dari total. pengeluaran
pembangunan, sejak 1986/1987 hingga
tahun 1991/1992 kembali berada pada
tingkat di atas 50 persen. Bila dilihat nilai
absolutnya, misalnya tahun 1991/1992

yang. lalu juga masih tinggi, yakni
mencapai Rp. 10,371 trilyun, yang berarti
jauh diatas jumlah pengeluaran pemerintah
untuk membayar seluruh gaji pegawainya
yang ada di dalam dan luar negeri serta
tunjangan-tunjangan pegawai lainnya yang
tahun itu dialokasikan sebesar Rp. 7,753
trilyun.

Perkembangan nilai absolut hutang
luar negeri ini sej^ Pelita 1 (dalam nilai
rupiah) hingga tahun 1990/1991
cenderung semakin meningkat. Tahun
1969/70 pinjaman luar negeri tersebut
hanya Rp. 91 milyar, dan tahun
1990/1991 sudah membengkak menjadi
Rp. 11.289,5 trilyun. Sementara itu,
secara proporsional atas total anggaran
pembangunan, kecuali dalam dua
tahun terakhir ini, peran bantuan luar
negeri seakan tidak menunjukkan
kecenderungan yang semakin menurun
(berkisar 70-81,5% sejak 1986/87).
Sampai tahun anggaran 1990/1991 porsi
bantuan luar negeri atas pengeluaran
pembangunan ini masih sekitar 70%.

Untuk memberikan gambaran lebih
jelas mengenai perkembangan nilai belanja
pembangunan pemerintah, serta sumber
pembiayaannya sejak Pelita I, dapat dilihat
dalam Tabel berikut ini.

Tabel: 2

Pengeluaran Pembangunan 1969/1970-1991/1993

Th« Anggaran
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PELITA I :

1969/1970

1970/1971

Anggaran Pembangunan

(milyar rupiah)

11B,2

118,2

Dibiayai oleh

Tabungan

Pemerintah

( 7. )

23,0

31,9

Bantuan

Luar negeri

( •/. )

77,0

6B,1



,1971/1972

.1972/1973

,1973/1974

PELITA11:

.1974/1975

1975/1976

1976/1977

1977/1978

1978/1979

PELITA111>

'1979/1980

1980/1981

1981/1982

*1902/1983

.1983/1904

I,^,

PELITAIV:

1984/1985

1985/1986

1986/1987

1987/1988

'1988/1989

PELITAV:

1989/1990

1990/1991

1991/1992

1992/1993

214,4

310,3

4SB,3

969,6

1.400,9

'2.060,0

..2.159,9

2,557,9

•4.016,1

5.920,8

6.944,0

7.362,0*
'9.903,3

9.954,5

10.873,9

8.333,5

9.479,8

12.256,0

13.838,0

16.229,0

19.997,7

22.912,0

somber:DiplahdariRAPBN1992/1993

TeraiibantuanluarnegeridalamPelita
,Tyyangmeiicapai56,8%dariseluruH
;danapembangunan,"menunjukkan
.peningkatariyangberartldibandingkan
dcnganPelita-Pelita'sebelumriya,yakni

EdySuandiHamId,AnalisisPenerimaan-LuarNegan.

36,8

49,1^

'55,5

76.1

64,9

62,0

64.2

59,5

65,6

74,8

75,4'
73,6

60,8

.69,1

67,1

30,97

35,04

18,9

31,86

30,42

48,14

58,08

,63,2

50j9'

44,5

23',9
I

35,1

38,0

35,8

40,5

34,4

25,2

24,6

26,4

39,2

34,9.

.32,9

69,03

64,96

81,9

68,14

.69,58

51,86

41,92

PelitaI(55,4%0,PelitaII(36,2%)dan
'Pelitain(30,5%)).Halinimenunjukk^

bahwaderajatketergantungankitaselama
paling,tidaksampaitahiinkeduaPelitaV
tidakmiengalamipenuninaniataubahkan
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meningkat jika dibandingkan dengan
-periode Pelita n dan Pelita III. Walaupun
sering bergema pernyataan yang
menyatakan bahwa kita akan menuninkan
derajat ketergantungan ini, namun angka-
angka kuantitatif tersebut menunjukkan
bahwa keinginan tersebut hingga tahun
1990/1991 belum mewujud.

Hutang Luar Negeri dalam Tahun
Anggaran .1992/1993

Bagaimanakah porsi penerimaan dari
hutang luar negeri dalam tahun anggaran
1992/1993 ini ? Seperti dikemukakan
sebelumnya, hutang luar negeri dalam
RAPBN 1992/1993 mengalami penurunan
sebesar 7,4%, yakni dari Rp. 10,371
trilyun menjadi "hanya" Rp 9,6 trilyun.
Adabeberapa aspek yahg kiranya menarik
untuk didiskusikan dari angka-angka
hutangluar negeri ini. Dilihat dari nilai
nominalnya (maupun riel), maka
penurunan hutang luar negeri ini bisa
mencerminkan bahwa kita seniakin

berusaha mengurangi ketergantungan pada,
hutang luar negeri untuk mengisi "defisit"
pada anggaran bel'anja pemerintah.

Namun penurunan ini juga bisa teijadi
karena kekhawatiran kita bahwa hutang
yang bisa diperoleh dari luar akan semakin
sulit. Adanya signal yang berkali^kali
diberikan negara-negara- donor
sebelumnya, yang akan menurunkan
pinjaman lunak untuk Indonesia, telah
memaksa untuk tidak terlalu mematok

angka terlalu tinggi dalam {X)s pinjaman
luar negeri tersebut Faktor lainnya adalah
karena kesulit^ kita dalam menyediakan
dana nipiah (counterpart fund) sebagai
syarat untuk merealisasikan hutang luar
negeri ini. Hutang luar negeri yang
dianggarkan dalam tahun 1992/1993,
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dilihat dari nilai rupiahnya, adalah sedikit
.lebih besar dibandingkan hutang yang
dibuat pemerintah pada tahun anggaran
1988/1989, yakni sebesar Rp 9,9 trilyun.

Sebagaimana diketahui, pinjaman luar
negeri ini aslinya diterima dalam bentuk '
atau diukur dengan mata uang asing keras
(hard currencies). Jika kita kurs-kan
hutang luar negeri ini, misalnya secara
sederhana dengan hanya menggunakan
mata uang dollar AS sebagai ukuran, maka
nilainya pun semakin menurun. Dalam
bentuk dollar (dengan kurs tengah Januari
1991 US$ 1 = Rp 1912), hutang luar
negeri yang dianggarkan dalam tahun
1991/1992 adalah US$: 5,4244 mdyar. :
Sedangkan untuk tahun anggaran
1992/1993 yang disampaikan Kepala
Negara ( dengan kurs US^ 1 = Rp 1996)

'hutang luar negeri tersebut adalah US$ 4,8
milyar. Jadi, setelah memperhitungkan
perubahan nilai kurs, penurunan yang
teijadi bukanlah 7,4% melainkan sebesar
11,1 persen.

Dengan melihat nilai-nilai uangnya,
baik dalam rupiah maupun dollar, jika
dikaitkan dengan prinsip kem^dirian kita,
maka keadaan yang digambaikan dalam
APBN 1992/1993 ini bisa dinilai positif,
karena sejalan dengan tekad untuk >
menjadikan bantuan luar negeri hanya
sebagai pelengkap, sebagaimana
diamanatkan dalam GBHN. Artinya, dana
utama imtuk belwja pembangunan hams
lebih diutamakan yang sumbemya pada
potensi masyarakat Indonesia sendiri.
Sumber'dalam negeri ini, jika dilihat dari
anggaran pembangunan, tercermin dalam
nilai tabungan pemerintah, yakni selisih
antara penerimaan dalam negeri deng^
pengluaran mtin.,

Namun demikian kajian terhadap
hutang luar negeri ini, bisa pula —dan



biasanya dianggap lebih penting -- adalah
dilihat dari sejauhmana peran
(persenitase) bantuan luar negeri
tersebut dalam pengeluaran pem-
bangunan. Ini sejalan dengan salah'satu
prinsip dalam penerapan anggaranbelanja
kita, yakni prinsip anggaran dinamis, di
samping prinsip berimbang dan fung-
sional. Dalam prinsip anggaran yang
dinamis ini dikemukakan bahwa peran
(porsi) .bantuan luar negeri terhadap
anggaran pembangun^ harus semakin.
menurun. Atau, dengan kata lain, porsi
tabungan pemerintah haruslah semakin
besar. Semakin besar porsi tabungan
pemerintah dalam belanja pembangunan,
berarti semakin mandirl pula pembangunan
kita, khususnya yang dilakukan
pemerintah, begitu pula sebaliknya.

Jika melihat hutang luar negeri dalam
RAPBN 1992/1993 dibandingkan tahun
anggaran sebelumnya maka tampak jelas
bahwa porsinya terhadap' anggaran
pembangunan semakin kecil (lihatTabel).
Dengan kata lain, sebagian besar proyek-
proyek investasi pemerintah kian sedikit
yang mengandalkan daridana hutang luar
negeri ini. Sementara itu, pengeluaran
pembangunan yang dibiayai oleh dana
tabungan pemerintah, yang mencerminkan
kekuatan' dana domestik dalam

membangun, semakin meningkat. Porsi
hutang luar yang,sebesar 41,92 persen dari
anggaran pembangunan ini, masih lebih
besar dibandingkan porsi rata-rata tahunan
pada periode Pelita II dan Pelita HI, yang
masing-masing adalah 36,2% dan 30,5
persen.

Konsekuensi ekonornis yang
dirasakan dengan menurunnya hutang luar
negeri ini adalah cendemng memperlambat
ekspansi pembangunan yang dapat
dilaksanakan dalam tahun anggaran
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1992/1993 ini. Keadaan seperti ini
se.betulnya tidak perlu terlalu.
dikhawatirkan. Alasannya adalah,
pertama,dalam jangkapaiijang penurunan
hutang ini akan mengurangi beban
pembayaran bunga dan cicilan hutang
tersebut Sejak beberapa tahun tericahir
sampai sekarang pos pembayaran bunga
dan cicilan hutang luar negeri sudah sangat
menggerogoti daria pengeluaran rutin.
Nilai pos ini bahkan sudah jauh melebihi
dari nilai hutang bam yang dibuat! Dengan
kata lain sudah teijadi capital outflow atau
negative capital inflow offunds sebagai
konsekuensi sudah terlalu besamya hutang
luar negeri ini. Atau dengan bahasa .yang
lebih sederhana, anggaran ini sudah pada
posisi gaU lubang tutup lubang, dan
lubang yang ditutup ternyata kian
membesar.... ' ,' .

Alasan kedua,'penumnan hutang ini
dapat memberikan rangsangan bagi kita
untuk mengefisienkan pengeluaran dana
yang ada dan bempaya mencari sumber-
sumber pendapatan altematif, seperti
menggalakkan ekspor ataupun pariwisata.
Dalaiii rangka efisiensi misalnya dapat
riipikirkan bagaimana upayamemperkecil
capital output ratio (COR), sehingga setiap
rupiah yang diinvestasikan .dapat
ihenghasilkanouQiut yang memadai, atau

' mericari sektor-sektor yang bisa
mendorong laju pertumbiihan ekonomi
yang tinggi dengan nilai investasi yang
tertentu. Di samping itu,, tentu saja
kebocoran-kebocoraii anggaran belanjah
ini - yang oleh Prof.Soemitro pemah
dikatakan mencapai 30% - bisa.ditekan
karena adanya tantanganpenumnan hutang
luar negeri ini.
Pembayaran Bunga dan Cicilan.

Konsekuensi dari besamya hutang luar
negeri yang- telah dibuat, adalah
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munculnya kewajiban untuk membayar
buriga dancicil^ atashutaiig-hutang yang
itu. Pembayaran bunga dan cioilan hutang
ini dari tahun ke tahun juga terus

mengalami peningkatan, sejalan dengan
ineningkatnya hutang yang telah diterima
^hatTabel3).

, ; ^ TabehS
Peranan Pembayaran Bunga dan Cicilah Hutang Luar Negeri

Terhadap Pengeluaran Rutin dan Realisasi APBN..
1969/70-1992/93,

", (dajam milyar rupiah )

Bunga dan

Tahun Anggaran cklUn hutang Pcngahiaran'
%

Realisasi
- %

kiarncgeil futin APBN

(IT (3) (4)-(2>:(3) (5) t6)-(2):(5)

. REPEUTA 1 ,

1969/70 12.7 216.5 5.9 3M.7 3.8

1970/71 23.6 . 266.2 ^ 6.2 457.8 53

1971/72 41;0 "349.1 11.7 545.0 7.5

1972/73 - 46.0 436.1 103 7363 6.2

1973/74 62.5 7I3J 6.6 1.164,2 5.4

REP^A 11 '

, i974/75 67.3 1.016.1 6.6 . ^ 1.977.9 3.4

1975/76 71.7 1332.6 5.4 2.730.3 '2.6
1976/77 165.1 1.629.6 10.1 3.6643 43

1977/76 221.0 2.146.9 103 4305.7 5.1

1976/79 525i7. 2,743.7 ' 193 , 53993 ' 9.9

REpEUTAIII

1979/60 647.6 - 4.061.6 ' 15.9 8.076.0 . 6.0

'IM/81 754.0 5300.0 ^ 13.0 11.716.1 / 6.4

^ 1961/82 915.3 6.977.6 13.i 13.917.7 6.6

1962/63 1.204.7 6.9963 ' . 173 15.6073 7.7

1983/64 2.072:6 6.411.8 24.6 16311.0 113 ,

REPEUTA IV

19^/65 2.737.2 9.429.0 29.0. 19360,9 K.l
. 1985/66 3.303.1 . 11.9513 . 27.6 22.624.6 143 ,

l9M/a7 5,056.1 133593 373 21.8913 23.1

1987/66 6.165,5 17.4613 46.7 26.958.9 •' 30,3

1988/89 <- 10.862.6 20.739.0 52.4 33989.7 32.9

REPEUTA--V

1M9/90 11.789.9 ' 203I.I 463 '38.165.4 . 30.9-

1990/91 13.145.1 •29.997.7 ' 43.8 49.449.7 26.6

1991/92 14.129,5 30357,8 463 503553 ' 27.9

I99A/9J 17, \ ^7-9

X) APBN . , V

XX) RAPBN
• - .

'

r ^
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Dari Tabel ini secara. nyata
menunjukkan beban pembayaran bunga
dan cicilan hutang ini semakin besar
menggerogoti pengeluaran rutin
pemerintah. Artinya, porsi pos-pos
pengeluaran rutin lairmya, seperti belanja
pegawai, belanja barang, subsidi daerah
otonom atau'pun subsidi lairmya, mungkin
terpaksa dikurangi untuk memenuhi
kewajiban membayar bunga dan cicilan
hutang tersebut. Dalam tahun 1992/1993
pos ini dianggarkan sebesar Rp 15,9
trilyun atau menyerap 47,9% dari seluruh
pengeluaran rutin. Secara nominal
pembayaran bunga dan cicilan' hutang
tersebut meningkat 10,6% dari anggaran
tahun lalu. Sedangkan porsinya terhadap
total pengeluaran rutin juga lebih tinggi
dibandingkan tahun yang lalu, yang
"hanya" 47,0 persen. Dengan demikian

^semakin besamya pembayaran bunga dan
cicilan hutang ini memperkuat daya
kontraksi yang terjadi pada pos
penerimaan. Dengan semakin banyakriya
pinjaman dari negara-negara sahabat dan
lembaga keungan intemasional itu yang
sudah Jatuh tempo, maka diperkirakan
pada tahun-tahun mendatang akansemakin
besar pula dana yang harus dialokasikan
pada pos pengeluaran ini.

Perkuat Kemandirian

Apakah dalam waktu-waktu
mendatang kemandirian kita dalam
membangun ini akan meningkat? Agaknya
tidak mudah untuk menjawab pertanyaan
tersebut, terlebih dalam perekonomian'
dunia yang cenderung tidak menentu ini.
Namun berbagai statement pemerintah
secara tegas sudah mengatakan bahwa
pemerintah sudah bertekad untuk
memperkuat kemandirian dalam

Edy Suandi Hamid, Analisis Penerimaan Luar Negeri

membiayai pembangunan nasional.
Pemyataan ini agaknya dikaitkan dengan
adanya tanda-tanda akan menuninhya
bantuan IGGI untuk Indonesia di masa-

masa mendatang, dlsampih juga sebagai
ketidak puas^ atas tekan.an-tekanan yang
diberikan negara donor yang mengaitkan
bantuannya dengan Insiden Dili.

Entah karena terpaksa atau sudah
menjadi tekad kita, namun sikap untuk
meningkatkan kemandirian dalam
membiayai pembangunan tersebut memang
sudah.sepantasnya dilaksanakan. Amanat
rakyat yang tersurat dalam GBHN pun
menuntut demikian, menuntut adanya
kondisi yang semakin mengandalkan
sumber-sumber dana sendiri untuk
pembanguan ini. Artinya memobilisasi
beibagai potensi yang adadi dalam negeri
untuk menggantikan sumber luar tersebut
sudah seharusnya digalakkan. Rencana-
rencana pembangunan pun dibuat dengan
melihat lebih banyak pada kemampuan
dana sendiri tersebut

Oleh karena itu kalaupun nanti
bantuan-bantuan dari negara donor benar-
benar diturunkan, sepantasnya kita tidak
perlu mencari dana hutang pada sumber
lainnya, yang bahkan lebih berat
persyaratannya. Pinjaman dari IGGI
adalah pinjaman berburlga murah dan
bersyaratlunak. Karena itii pinjamanantar
negara atau dari lembaga-lembaga
keuangan intemasional nonprofit ini
diburu banyak negara Dunia Ketiga. Dan
pinjaman inilah yang diisyaratkan akan
menurun, balk karena alasan kemampuan yang
terbatas dari donor maupun karena

pertimbangan bahwa Indonesia sudah
semakin maju sehingga bantuan yang-
diterimanya perlu diturunkan agar negara
lain yang lebih miskin bisa lebih banyak
mendapat pinjaman mereka.'
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Keadaan mungkin akan meningkatkan
ketergatungankita kalau pada akriimya
bantuan IGGI yang diisyaratkan menurun
ini pada masa yang akan datang digandkan
dengan pinjaman-pinjaman.dari bank-bank
komersial d'engan tingkat bunga tinggi.
Kemungkinan menurunnya pinjaman
lunak dari IGpI ini paling tidak
memberikan "signal" kepada kita bahwa
pada tahun-tahun berikutnya pinjaman
lunak ini semakin sulit. Oleh karena itu,
Jika siidah beitekad untuk menurunkan
kemandirian, maka jalan keluarnya
ddaklah'mencari sumber altemaUf dari luar

negeri yang lebih berat beban
pembayarannya. Mobilisasi sumber-
sumber dalam negeri, serta membuat
rehcana pembangunan yang realistis
dengan sumber-sumber penerimaan yang
mungkin didapat dengan tidak hams

50

menanggung beban bunga tinggi,
mempakan hal yang agaknya perlu
mendapat peihadan utama.
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Lampiran 1

Tahun Anggaran

REPEUTA 1

1969/70

. 1970/71
1971/72

1972/73

1973/74

REPEtn'A U

1974/75

1975/76

1976/77

1977/78

1978/79

REPeUTAlU

1979/80

1980/61

1961/62

1962/63 .

1963/641

REPEUTA IV

1964/85
' 1965/66

1966/07

1967/66,
1966/89

REPELTTA V

1969/90

1996/91
1991/92*>

Edy Suandi H^id, An^isis Penanmaan Luar Nageri

^ label

TABUNGAN PEMERINTAH, 1969/70 -1991/92
(dalam milyar rupiah)

Jumlah

27.2

S6.4

78.9

,152.5

254.4

737.6

909.3

1.276.2

1.386,5

1.522.4

2.635.0

4.427.0

5.235.0

5.422.0

6.020.9

6.476.5

7.301,3

2i61.3
3.321.6

2:265.3

4.406.7

9.548.7

9.626.2

Kenatkan '

Pcoufunan )

29.2

22.5

73.6

101.9

483.2

171.7

366.9

110.3

135.9

1.112.6

1.792.0

608i0
167.0

598.9

• 455.6

« 624.6

- 4.720.0

♦ 740.5

- 1.056.5

2.143.4

5.140.0

77.5
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Laitipirah 2

label , ^
HARGA EKSPOR MINYAK BUMI INDOI^IA

(dalamUSSperbarel)

Tahuh .
Harga minyak

MInas

1969 J«nufln 1,67

1971 April' 2.21

1972 April ' 2.96

1973 April 3.73

1974 April > 11.70
4-

1975 Oktober 12.60

. 1977 J«nudri 13.55

1979 Janutii 13.90

'April 15.65

OcMmber ' 25.50

1960 J«nu«rl 27.50

Februari 29.50

M«l 31.50

1961 , Januati 35.00

1962 howember 34.53

1983 ' Marct 29;53.

1985 Fcbruari 28.53 .

1986 ^ JatHMii 25.13
Febf\Mrl 21.00

,• Maret 14.45
' April 10.66

' Juni 12.11
JuU 10.25
Justus ' 9.83

-• ^plembcr 12:20
Desamber 13.07

1987 Jamrarl 15.39
Fcbruari 17,58 -

17.62
Jull 18.63 .
Asuitua 18.76
^p(cmb«r 16.00

''', Oktober - 18.21
hovember 17.64
OcMinber . 16.93

52

Tahun
Harga minyak

1 MInas

. 1988 Januari' , 17.22
Marel • 15.45
April ^ 16.04

• JiiU 15.24
> Aguslu* 14.55

September 13.88
' Oklober 11.98

V Hovember 12.35

' - ' Oeacmber 14,'8

1989 Januari 17.04
' Februarl 17.50

April 16.21,
Mel 18.64
Junl 16.07
JuU - 17.94
September 17.02

' - Oktober 17.36
Hovember 17.86
Oeaembcr [ 18.07

1990 Januari 19.24
Fcbruail - 19.32

' Maret 18.63
AptU 17,49
Mel . ^ 16.30
JunI 15.55

( JuU 14.81
Aguatua 19.19
Septamber 28.03
OktobM 35.29
Hovember 33.57
Deaember 29,01

J I99l! Januart 25.48
Fefaruarl 21.79

' Maret - - 17.72
April ^ ' 17J7
Md 18.01
Juiii 1630
Jull 18.56
Aguatua • ' , 19.00

< - September ' 19.49
CHlober 20,45

^ ' Hovember - 21.01
, Deaetrtber 20.34



.Lampiran'3

T a h u n
anggarah

MIgas

Edy Suandi Hamid, Anafisis Penerimaan Luar Negeri

' label

NILAIEKSPOR. 1969/70 - 1991/92
(da]amjutaUS$)

% Bukan mtgas . % Jiimlah

- O) (2) <3) (4) (5) (6).(2)»<4)^ (7) .

1969/70 384 36.8 660 63,2 1.044 100
1970/71 443 36.8 761 63.2 1.204 100
1971/72 590 42.9 784 57.1 1374 100

1972/73 ' .965 "49.8 . 974' 30.2 1.93? 100
1973/74 1.708 "17.3 i.905 52.7 3.613 100

1974/75 5.153 713 ^033 283' 7.186. 100

1975/76 . 5.273 73.8 . 1;873. 26.2 7.146 idb
1976/77 6.350 i 68.9 2.8^ 31.1 -9.213 . 100

1977/78 7.353 67.7 3.507 323 10.860 100
1978/79 7.374 65.0 3.979 35.0 11353 100

1979/80 12340 ' 66.7 6.17! 33.3 18.511 100

1980/81 17;298 75.6 5.587 24,4 22.885 100
1981/82 18.824 81.9 ' 4.170 18.1 22.994 100
J982/83. 14.744 79.0 3.928 21,0 18.672 100
1983/84' . 14.449 72.9 5.367 27.1 19.816 100

'1984/85 13.994 ' 703 5.907 , 29.7, 19.901 too
1985/86 12.437 66.8 6.175 33,2 18.612 190
1986/87 6.966 50.9 - 6.731 , 493 13.697 100
1987/88. . 8341 48.2 9.502 , 51.8 18343 100
1988/89 7.640^ 38.5, 12.184 61.5 19.824 " ;I00

1989/90 9337 39.2,, 14.493 60.8 23.830 100
1990/91 12.763 45.4 15380 54.6 , 28.143 100

1991/92" 10.997 37.6 18.225 62.4 29,222 JOG

I) PefkiraanlulMti
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